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Kata Kunci: ABSTRAK
wakaf uang, hukum Islam; seiring perkembangan zaman, wakaf tidak hanya berlaku pada benda
figh wakaf, syariat islam, tidak bergerak, tetapi juga pada benda bergerak seperti uang.
ekonomi, Penelitian kepustakaan ini menguraikan hukum wakaf uang menurut
ulama, praktiknya di lembaga dan masjid, serta menfaatnya. Dari data
Keywords: yang dianalisis menggunakan teknik interaktif Miles dan Huberman,
Cash wadf; Islamic law; figh hasil kajian menunjukkan bahwa wakaf uang termasuk dalam wilayah
of wagf, Islamic law, jjtihadiyah  yang  bersifat fleksibel ~dan terbuka terhadap
economics, pengembangan. Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan

ulama mazhab terkait keabsahannya, dengan mempertimbangkan
prinsip kemaslahatan dan tujuan syariat (maqasid al-syari’ah), wakaf
uang dinilai memiliki legitimasi syar‘i dan potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan
demikian, wakaf uang dapat diposisikan sebagai instrumen strategis ekonomi Islam yang memerlukan
pengelolaan profesional dan berkelanjutan.
ABSTRACT

As times change, waqgf does not not only apply to immovable property , but also movable property such
as money. This literature study describes the law of cash waqf according to scholars, practices in
institution and mosque, and benefits. From the data analyzed using Miles and Huberman's interactive
technique, the results of the study show that cash wagf falls within the realm of ijtihad, which is flexible
and open to development. Although there are differences of opinion among scholars of various schools
of thought regarding its validity, considering the principles of public interest and the objectives of Sharia
(magqasid al-syar’’ah), cash waqf is considered to have Sharia legitimacy and great potential in improving
the welfare of the people. Thus, monetary waqf can be positioned as a strategic instrument of Islamic
economics that requires professional and sustainable management.

Pendahuluan

Kata “wakaf” lebih lebih mengarah pada benda-benda bernilai tinggi, seperti
bangunan dan tanah, sumur untuk dimanfaatkan airnya, dan pohon untuk dipanen
buahnya (Suganda, 2014). Persepsi masyarakat pun terbentuk bahwa wakaf identik
dengan aset fisik yang besar dan permanen (Hartanto & Sup, 2021; Naimah, 2018).
Namun, seiring perkembangan zaman, muncul pandangan baru bahwa wakaf tidak
hanya berlaku pada benda tidak bergerak, melainkan juga dapat merambah kepada
benda bergerak seperti saham, uang, HAKI, sukuk, dan dan sebagainya (Chusma et al.,
2022; Havita & Hakim, 2017). Wakaf di negara-negara Islam, seperti Yordania, Mesir,
Turki, dan Saudi Arabia, telah berkembang dalam bentuk fasilitas ibadah, pendidikan,
tanah Perkebunan dan pertanian, uang, saham, dan real estate, dengan pengelolaan
yang produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Labetubun & Angga,
2022; Naimah, 2018; Ryandono & Hazami, 2016; Sulistiani, 2017; Sulistyani et al., 2020).
Bahkan, wakaf berupa uang telah dikenal sejak masa Mamluk, menunjukkan bahwa
uang memiliki potensi besar sebagai objek wakaf (Kasanah, 2019).
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Dalam perspektif agama Islam, kitab suci Al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW
tidak menyebutkan hukum wakaf secara tegas. Wakaf tergolong dalam kelompok
ijtihadiyah, bukan ta‘abbudi atau taugifi, terutama dalam hal pengelolaan, jenis harta,
syarat, rukun, dan peruntukannya (Havita & Hakim, 2017; Thoa & Prastiwi, 2015; Tiswarni
et al., 2023). Karena masuk ke wilayah ijtihad, hukum wakaf bersifat elastis, futuristik,
fleksibel, dan terbuka terhadap penafsiran baru sesuai dengan situasi masa. Sebagian
besar hukum wakaf diperoleh melalui ijtihad, melalui metode giyas, istihsan, maupun
maslahah, dengan tujuan merealisasikan maqasid al-syari‘ah (Mukhlisin & Hamidah,
2017; Muntaqo, 2015; Syarif Hidayatullah, 2016). Hal ini membuka ruang bagi
pengembangan wakaf dalam bentuk uang sebagai salah satu instrumen sosial-ekonomi
umat (Syarjaya, 2020).

Di Indonesia, regulasi wakaf mengalami perkembangan bertahap. Pada periode
pertama, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan PP Nomor 28 Tahun 1977,
harta wakaf hanya diakui berupa benda tidak bergerak (Abdullah, 2014; Nugraha et al.,
2022). Pada periode kedua, melalui Inpres Rl Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam, ketentuan tersebut tetap menekankan pada benda tidak bergerak
(Hidayatina & Muhayatsyah, 2019). Baru pada periode ketiga, melalui Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004, wakaf uang mulai diakui secara sah bersama dengan logam mulia
dan benda bergerak lainnya (Lubis et al., 2022). Pasal 16 UU Wakaf menegaskan bahwa
harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, termasuk
uang, sehingga seseorang tidak harus memiliki tanah atau aset besar untuk dapat
berwakaf (Syarjaya, 2020).Meskipun demikian, belum banyak masyarakat muslim
Indonesia yang mengenal dan mepraktikkan wakaf uang. Sebagian dari mereka bahkan
masih memandang wakaf jenis ini tidak diperbolehkan. Baru di tahun 2002, Majelis
Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang.
Setelah itu, wakaf uang mulai dikenal dan dipraktikkan (Hafizd, 2021; Janah & Soemitra,
2022; Sulistya et al., 2020), semakin dikenal setelah pengesahan Undang-Undang Nomor
41Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang
pelaksanaannya, yang secara eksplisit mengatur wakaf uang (Said & Amirudin, 2019)

Urgensi kajian wakaf uang dalam kacamata hukum Islam menjadi sangat penting
karena wakaf uang membuka peluang besar bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam
wakaf tanpa harus memiliki tanah atau aset besar (Syarjaya, 2020). Melalui wakaf uang
masyarakat dapat berkontribusi dalam pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan,
dan pemberdayaan ekonomi umat. Namun, masih terdapat keraguan dan resistensi di
sebagian kalangan mengenai keabsahan wakaf uang menurut syariat. Oleh karenanya,
kajian mendalam tentang wakaf uang dalam kacamata hukum Islam diperlukan untuk
memberikan kepastian hukum, meningkatkan pemahaman masyarakat, serta
mendorong pengelolaan wakaf uang yang produktif dan transparan. Dengan landasan
hukum Islam yang jelas, wakaf uang dapat menjadi sarana strategis dalam
meningkatkan kesejahteraan umat dan menguatkan peran wakaf sebagai pilar ekonomi
Islam di era modern.
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Pembahasan

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004
tentang Wakaf, tidak menjelaskan pengertian khusus terhadap wakaf uang. Penjelasan
yang muncul hanyalah pengertian wakaf, yaitu perbuatan hukum wakif untuk memecah
dan/atau memeberikan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan selamanya atau
dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya dalam rangka keperluan
ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Syarjaya, 2020). Harta benda
dalam pengertian tersebut meliputi semua harta benda yang dapat diwakafkan seperti
uang. Harta benda wakaf memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang
serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran
Wakaf Uang, menyebutkan bahwa wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk
memecah dan/atau menyerahkan sebagian uangnya untuk dimanfaatkan selamanya
atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya dalam rangka keperluan
ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam Fatwa Majlis Ulama
Indonesia, wakaf uang (bash wakaf/waqgf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan
seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam entuk uang tunai. Surat-
surat berharga juga tergolong ke dalam pengertian uang tersebut (Qosim,
2018).Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa harta
benda wakaf terdiri atas benda bergerak dan tidak bergerak. Dalam hal ini, benda
bergerak adalah harta benda yang apabila dikonsumsi tidak bisa habis, misalnya uang,
logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan
benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-
undangan (Syarjaya, 2020).

Pendapat Madzhab Fikih

Meskipun wakaf uang telah muncul sejak awal abad kedua hijriah dan telah
dinyatakan kebolehannya oleh Imam al-Zuhri, ternyata masih terdapat perbedaan
hukum wakaf uang dalam fikih empat mazhab.

Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi memperbolehkan wakaf uangdengan syarat hal itu sudah menjadi
‘urf (adat kebiasaan) di kalangan masyarakat. Menurut mazhab ini, Hanafi penetapan
hukum berdasarkan ‘urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan
hukum yang ditetapkan menurut nash (Abdullah, 2014; Saadati, 2016; Sudirman &
Zainab, 2023; Sulistiani et al., 2023; Thoa & Prastiwi, 2015). Dalil yang mereka gunakan
adalah hadis Nabi SAW yang artinya “Apa yang dipandang baik menurut kaum muslimin,
maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum
muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”

Madzhab Maliki

Madzhab Maliki berpendapat berwakaf dengan dinar dan dirham hukumnya boleh.
Uang diwakafkan dan digunakan sebagai pinjaman kepada pihak tertentu di mana
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peminjam terikat untuk membayar pinjaman tersebut (Syarjaya, 2020; Sulistiani et al.,
2023).

Wahbah Zuhaili menjelaskan kebolehan wakaf jenis ini mempertimbangkan manfaat
uang masih dalam cakupan hadis Nabi Muhammad SAW dan benda serupa yang
diwakafkan oleh para sahabat, seperti baju perang, binatang, dan harta lainnya. Secara
Qiyas, wakaf uang dianalogikan dengan baju perang dan binatang. Syari'at 'illah (sebab
persamaan) sama-sama benda bergerak dan tidak kekal, yang mungkin rusak dalam
waktu tertentu, bahkan wakaf uang jika dikelola secara profesional memungkinkan
uang yang diwakafkan kekal selamanya (Hidayatullah, 2016).

Madzhab Syafi’i

Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa harta wakaf harus abadi sesuai dengan hadis
yang artinya, “Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar r.a. berkata kepada Nabi
SAW: “Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya
mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud
menyedekahkannya.”Nabi SAW berkata: “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya
pada sabilillah” (HR. al-Nasa’i) .Berdasarkan hadis tersebut, Madzhab Syafi’i
berpendapat wakaf dinar dan dirham tidak dibolehkan karena dinar dan dirham akan
lenyap dengan dibelanjakan dan sulit mengekalkan zatnya. Namun ulama lainnya yaitu
Abu Tsaur membolehkan wakaf dinar dan dirham dan dia meriwayatkan dari Syafi’i
tentang bolehnya mewakafkan uang (dinar dan dirham). Imam al-Mawardi menolak
pendapat ini dengan menyatakan bahwa dinar dan dirham tidak dapat diwakafkan
karena dinar dan dirham tidak dapat disewakan dan pemanfaatannya pun tidak tahan
lama (Syarjaya, 2020).

Madzhab Hambali

Mazhab Hanbali sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qudamah mengemukakan bahwa
pada umumnya para fugaha dan ahli ilmu tidak membolehkan wakaf uang karena uang
akan lenyap ketika dibelanjakan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Di samping itu, uang
juga tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan merubah fungsi uang
sebagai standar harga (H. E. Syibli Syarjaya, 2020).said

Hukum Wakaf Uang dalam Islam

Wakaf uang sebagai bentuk wakaf modern menimbulkan perbedaan pendapat di
kalangan ulama. Perbedaan pandangan ini menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut
mengenai hukum wakaf uang dalam Islam, yang dapat dirangkum sebagai berikut.

Tidak Boleh

Ulama yang melarang wakaf uang beralasan bahwa uang wakaf ketika digunakan atau
dibayarkan menjadi lenyap atau hilang sehingga tidak ada lagi wujudnya atau uang
wakaf tidak dapat dimanfaatkan dengan mempertahankannya. Padahal menurut
pandangan mereka harta benda wakaf harus ditahan, tidak boleh hilang atau lenyap
sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab.

Ly S s Lebaal s
“Tahanlah asalnya (pokok harta yang diwakafkan) dan sedekahkan hasilnya.”
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Boleh

Imam Nawawi dari kalangan Syafi’iyah serta Ibnu Taimiyah dari kalangan hanabilah
memperbelohkan wakaf dalam bentuk uang (Arinta et al.,, 2020). Ulama yang
membolehkan wakaf uang beralasan bahwa nilai uang wakaf tetap terpelihara
kekekalannya, meskipun zatnya atau bendanya telah hilang atau lenyap. Dalam hal ini,
mereka tidak menekankan pada bentuk harta benda wakaf namun lebih menekankan
pada kemanfaatannya (Syarjaya, 2020). Pendekatan dalam metode ini dapat
menggunakan penyampaian kisah (al-manhaj al-qashashi). Metode dakwah ini
digunakan pada Al-Qur’an yang sepertiga isinya berupa peristiwa sejarah atau cerita-
cerita masa lalu. Dengan mengetahui sebab-akibat keingkaran umat terdahulu semua ini
bisa menjadi pelajaran bagi manusia.Pendapat yang lebih banyak digunakan adalah
pendapat yang membolehkan wakaf uang karena manfaatnya yang besar. Uang wakaf
yang terhimpun dapat diinvestasikan baik pada sektor riil maupun sektor finansial di
mana hasil dari investasi tersebut disalurkan kepada mawquf ‘alayh. Uang wakaf juga
dapat digunakan untuk membeli harta benda tidak bergerak seperti tanah dan
bangunan atau harta benda tidak bergerak seperti kendaraan atau untuk mendanai
pembangunan sarana ibadah, sosial, pendidikan, kesehatan yang langsung dapat
dimanfaatkan oleh mawquf ‘alayh.Selain itu, hukum-hukum wakaf banyak didasarkan
pada dalil-dalil ijtihadiyah, mengingat konsep wakaf tidak secara spesifik dijelaskan
dalam Al-Qur’an atau hadis. Hadis yang ada hanya menjelaskan secara global konsep
wakaf yaitu menahan pokok harta yang diwakafkan, tidak dijual, diberikan, diwariskan
serta mensedekahkan hasilnya. Karena wakaf uang tidak ditemukan dalil yang secara
tegas membolehkan atau melarangnya, sementara wakaf uang memiliki manfaat yang
besar untuk kemaslahatan mawquf ‘alayh, maka atas dasar al-maslahah al-mursalah
wakaf uang hukumnya boleh (Asni & Sulong, 2017).

Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 mengeluarkan fatwa tentang wakaf
uang (Hafizd, 2021; Janah & Soemitra, 2022; Sulistya et al., 2020). Fatwa tersebut
dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Direktur
Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama melalui surat Nomor Dt.
1.111/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa
tentang wakaf uang. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut disebutkan
pertimbangan-pertimbangan dikeluarkannya fatwa tersebut. Pertama, bagi mayoritas
umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang umum diketahui, antara lain adalah
“menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak
melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang
mubah (tidak haram) yang ada.” Atau wakaf adalah “perbuatan hukum seseorang atau
kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya
guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”
Dan benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki
daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.” Dengan
berlandaskan pada pengertian tersebut, wakaf uang tidak sah. Kedua, wakaf uang
memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda
lain. Ketiga, Komisi fatwa MUl memandang perlu adanya penetapan fatwa tentang
hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat (Syarjaya, 2020).
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Wakaf tunai menjadi bentuk wakaf modern yang dikembangkan oleh umat Islam
seiring dengan tuntutan zaman yang semakin modern. Oleh karena itu, hukumnya
sunnah, seperti wakaf tanah dan bangunan (Wahib, 2019).Dua prinsip wakaf yaitu
prinsip kekekalan dan prinsip kemanfaatan dapat ditemukan pada wakaf uang.
Meskipun tidak dapat memelihara kekekalan secara fisiknya (bendanya), tetapi nilai
wakaf uang dapat dipertahankan kekekalannya. Adapun prinsip kemanfaatan juga
memberikan mashlahat. Wakaf uang mudah dilakukan, dapat dilakukan secara tunai
atau transfer ke rekening nazhir. Selain mudah dilakukan dan terjangkau oleh siapapun,
uang wakaf juga mudah dikelola dan dikembangkan, baik untuk modal pembangunan
maupun modal investasi.

Praktik Wakaf Uang di Lembaga dan Masjid

Wakaf uang telah dipraktikkan oleh berbagai lembaga keuangan syariah dan institusi
keagamaan di Indonesia dengan model pengelolaan yang beragam. Salah satu
contohnya dilakukan oleh BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik. Lembaga ini
merupakan koperasi syariah nonbank yang mengkolaborasikan dua fungsi, yaitu Baitul
Mal dan Baitul Tamwil. Pengelolaan wakaf tunai di lembaga ini didasarkan pada prinsip
nilai kemaslahatan dan kemanfaatan. Dana wakaf digunakan sebagai modal pembiayaan
usaha bagi nasabah, selanjutnya hasil usaha tersebut dibagi dengan skema 60%
disalurkan atas nama wakaf tunai, sedangkan 40% dimasukkan kembali ke dana wakaf
sebagai upaya menjaga nilai pokok dari pengaruh inflasi. Nilai kemaslahatan dimaknai
sebagai kebaikan yang dirasakan langsung oleh penerima manfaat, sedangkan nilai
kemanfaatan dimaknai sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar,
khususnya umat Muslim di wilayah Karangcangkring Gresik (Rohman & Wardana, 2021).

Dukungan terhadap wakaf uang juga datang dari kalangan tokoh agama. Para elit
agama Kota Malang menyatakan persetujuan terhadap penerapan wakaf uang karena
dinilai lebih relevan dengan kebutuhan umat dan lebih mengutamakan kemaslahatan.
Wakaf uang dianggap memberikan fleksibilitas bagi masyarakat karena tidak
mengharuskan kepemilikan aset fisik seperti tanah atau bangunan, sehingga siapa pun
dapat berpartisipasi walaupun belum memiliki harta dalam jumlah besar (Fakhruddin &
Firdaus, 2020).Praktik wakaf uang juga dilakukan oleh beberapa masjid dengan tujuan
yang berbeda. Masjid At-Tagwa Kota Batu memanfaatkan wakaf tunai untuk
kepentingan konsumtif berupa perluasan bangunan masjid, sedangkan Masjid Sabilillah
Kota Malang menggunakan wakaf tunai secara produktif sebagai modal koperasi.
Meskipun berbeda dalam peruntukan, kedua masjid tersebut memiliki kesamaan
pandangan bahwa pokok wakaf uang harus dipertahankan untuk jangka waktu yang
tidak terbatas (Sudirman & Arofah, 2016).

Lebih lanjut, pengelolaan wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid
Sabilillah Kota Malang menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dalam berbagai
aspek, meliputi peruntukan wakaf uang, tim pengelola, instrumen wakaf uang, batasan
wakaf uang, lembaga keuangan syariah, serta sertifikat wakaf uang. Dari berbagai aspek
tersebut, hanya pada aspek batasan wakaf uang yang menunjukkan kesamaan,
sedangkan aspek lainnya menunjukkan perbedaan sistem pengelolaan. Hal ini
menegaskan bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas dalam implementasi, selama tetap
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berpegang pada prinsip syariah dan tujuan kemaslahatan umat terbatas (Sudirman &
Arofah, 2016).

Manfaat Wakaf Uang

Wakaf uang menjadi salah satu solusi bentuk wakaf yang lebih produktif. Pengelolaan
dan pemberdayaan wakaf uang secara profesional dapat memberikan kesejahteraan
bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan istilah “menyejahterakan” yang tertera dalam
UU Wakaf (Sulistyani et al.,, 2020). Wakaf uang jauh lebih fleksibel dan memiliki
kemaslahatan yang besar daripada wakaf tanah dan benda lainnya. Wakaf uang juga
memudahkan mobilisasi dana dari masyarakat melalui sertifikat wakaf. Wakif tidak perlu
menunggu kaya raya karena wakaf uang lebih mudah dibuat pecahnnya dan dapat
berupa wakaf kolektif. Dengan berbagai kemudahan tersebut, umat lebih mudah
berkontribusi (Syarjaya, 2020).

Kesimpulan dan Saran

Wakaf uang menjadi bentuk wakaf kontemporer yang lahir dari kebutuhan zaman dan
memiliki legitimasi syar’i melalui prinsip-prinsip umum al-Qur’an dan hadis tentang infak,
sedekah, dan amal jariyah. Walaupun tidak disebutkan secara langsung dalam nash,
wakaf uang dapat dipahami sebagai bagian dari wilayah ijtihadiyah yang bersifat
fleksibel, dinamis, dan terbuka terhadap penafsiran baru sesuai dengan kondisi sosial-
ekonomi umat. Dalam sejarah regulasi di Indonesia, wakaf uang baru diakui secara
formal melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor
42 Tahun 2006, setelah sebelumnya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada
tahun 2002 tentang kebolehannya. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan
pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap wakaf uang sebagai instrumen
ibadah sekaligus pemberdayaan ekonomi.

Perbedaan pendapat ulama mengenai hukum wakaf uang pada dasarnya berakar
pada perbedaan penafsiran terhadap prinsip keabadian harta wakaf. Namun, dengan
mempertimbangkan maslahat yang besar, fleksibilitas pengelolaan, serta potensi wakaf
uang dalam meningkatkan kesejahteraan umat, maka pendapat yang membolehkan
wakaf uang lebih relevan untuk diterapkan di era modern. Wakaf uang menjadi
instrumen strategis dalam pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi
umat Islam. Agar manfaatnya optimal, diperlukan pengelolaan yang profesional,
transparan, dan sesuai syariat, sehingga wakaf uang benar-benar menjadi amal jariyah
yang berkelanjutan dan memperkuat peran wakaf sebagai tiang ekonomi Islam di
Indonesia.
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